ABSTRAK
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Penelitian ini dilakukan karena adanya kasus terkait peraturan Perpres
Nomor 22 Tahun 2021 yang nampaknya masih kurang efektif dilakukan sebab,
masih terjadi peningkatan TPPO. Berdasarkan Sistem Informasi Online
Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) kasus tindak pidana
perdagangan orang tahun 2019-2022 terdapat 1.545 kasus TPPO dan 1.732 korban
TPPO dengan tren pada 2019 terdapat 191 kasus dan 226 korban TPPO, pada 2020
dengan 382 kasus dan 422 korban TPPO, selanjutnya pada 2021 tercatat 624 kasus
dan 683 korban TPPO, serta pada periode Januari hingga Oktober 2022 terlapor
sebanyak 348 kasus dan 401 korban TPPO.

Adapun Rumusan masalah ini adalah 1) Bagaimana upaya perlindungan
hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang oleh satgas gugus tugas
polres tulungagung? 2) Bagaimana Penegakan hukum terhadap pelaku tindak
pidana perdagangan orang oleh Polres Tulungagung? 3) Bagaimana Kendala dalam
penegakan dan penanganan tindak pidana perdangangan orang oleh Polres
Tulungagung?

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk
mempelajari upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana
perdagangan manusia. Metode yang digunakan adalah analisa Yuridis Sosiologis,
yang mengkaji peraturan hukum terkait perlindungan korban dan pengaruh
interaksi sosial dalam pelaksanaannya. Teknik analisis data dalam penelitian ini
mencakup tiga tahap utama: data condensation (kondensasi data), data display
(penyajian data), dan conclusion drawing atau verification (simpulan atau
verifikasi).

Hasil penelitian ini adalah 1) Satgas TPPO memberikan perlindungan
hukum dengan pendekatan berbasis kebutuhan korban, melibatkan rumah aman,
pendampingan hukum, dan koordinasi dengan LPSK. 2) Penegakan hukum oleh
Polres Tulungagung dilakukan sesuai UU No. 21 Tahun 2007, dengan proses
terstruktur dan kolaborasi lintas instansi untuk memastikan keadilan. 3) Kendala
penegakan hukum TPPO meliputi ketakutan korban, modus pelaku yang canggih,
dan keterbatasan sumber daya, sehingga perlu kebijakan preventif dan edukasi
untuk efektivitas jangka panjang.
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ABSTRACT

Thesis entitled "Legal Protection Efforts for Victims of Human Trafficking
Reviewed from Presidential Regulation Number 22 of 2022 (Case Study of
the Tulungagung Regency Police)" was written by Haviedh Alam Akbar
Maulana NIM. 126103202125 Constitutional Law Study Program, Faculty
of Sharia and Law, Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic University of
Tulungagung Supervisor Yusron Munawir, S.H.I., M.H.

Keywords: Crime of Human Trafficking (TPPO), Legal Protection, Presidential
Decree Number 22 of 2021

However the regulation seems to be less effective because there is still an increase

in TPPO. Based on the Online Information System for the Protection of Women and

Children (Simfoni PPA), there were 1,545 cases of TPPO and 1,732 victims of

TPPO in 2019-2022 with a trend in 2019 there were 191 cases and 226 victims of

TPPO, in 2020 with 382 cases and 422 victims of TPPO, then in 2021 there were

624 cases and 683 victims of TPPO, and in the period from January to October 2022

there were 348 cases and 401 victims of TPPO.

The formulation of this problem is 1) How are the legal protection efforts
for victims of human trafficking by the Tulungagung Police task force? 2) How is
law enforcement against perpetrators of human trafficking by the Tulungagung
Police? 3) How Obstacles in the enforcement and handling of human trafficking
crimes by the Tulungagung Police?

This study is an empirical legal study that aims to study efforts to protect
the law against victims of human trafficking. The method used is Juridical
Sociological analysis, which examines legal regulations related to victim protection
and the influence of social interaction in its implementation. The data analysis
technique in this study includes three main stages: data condensation, data display,
and conclusion drawing or verification.

The results of this study are 1) The TPPO Task Force provides legal
protection with an approach based on the needs of victims, involving safe houses,
legal assistance, and coordination with LPSK. 2) Law enforcement by the
Tulungagung Police is carried out in accordance with Law No. 21 of 2007, with a
structured process and cross-agency collaboration to ensure justice. 3) Obstacles to
TPPO law enforcement include victim fear, sophisticated perpetrator modes, and
limited resources, so preventive and educational policies are needed for long-term
effectiveness.
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